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ABSTRAK

AINUN AMALIA ANDIRL 2020, Pengelolaan Retribusi Terminal
Malengkeri di Kota Makassar Juni 2020 (Dibimbing oleh Muhlis Madani
dan Nurbiah Tahir)
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Pembagian daerah di negara Indonesia atas daerah besar dan kecil
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pemerintahan tersebut, daerah berhak untuk mengenakan pungutan terhadap
masyarakat. Dalam UU No. 32 tahun 2004 menjelaskan bahwa kewenangan
yang luas dilimpahkan pada daerah Kabupaten atau Kota sesuai atas potensi
dan kemampuan yang dimiliki masing-masing. Daerah Kota atau Kabupaten
memiliki kewenangan juga untuk membuat kebijakan daerah dalam
memberikan pelayanan kepada publik dengan baik, dengan cara




Kota Makassar menjadi salah satu kota terbesar di Indonesia yang
padat penduduk Menjadikan masyarakatnya lebih aktif dalam menggunakan
transportasi. Namun, aktifnva penggunaan transportasi ini belum opumal

kepada setiap pengguna jasa layanan terminal

Penelitian terdahulu vang dikemukakan oleh (Nadiya: 2018) dengan
judul Manajemen Retribusi Terminal Kalija, Kabupaten Lebak dalam Upava
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Bahwa pendapatan dan sektor retribusi




terminal di setiap daerah mungkin tidaklah sama. Dikarenakan setiap daerah
memiliki tingkat kemampuan serta instrument yang berbeda dalam mengelola

terminal- terminal yang ada di daerah tersebut. Yang pasti setiap daerah akan
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semua pihak seakan abai terkait kondisi terminal dan lalu lintas kendaraan
angkutan darat. Harapannya ke semua pihak dapat bekerjasama. Karena PD
Terminal bukan eksekutor, tapi hanya sebagai penyedia sarana. PD Terminal
koordinasikan ke semua pihak untuk menyelesaikan bersama bagaimana
penegakkan aturan di PD Terminal (Diperoleh dari htips://kabar.news). Dar
segi pengorganisasian peneliti ingin melihat pembagian kerja apakah jelas
dan transparan. Dari segi penggerakanpenerimaan retribusi terminal yang




masth banyak menemukan kendala dalam pemungutannya dikarenakan
berkurangnya pengguna sarana terminal ini, sehingga mengakibatkan
pengelolaannya belum optimal, karena adanya beberapa hambatan vang

Mallengkeri. Sejumlah kerusakan vang terdapal pada fasilitas di dalam

termunal seperti jalanan vang berlubang, tempat menunggu vang kursinva

rusak. palfon vang mulai terbuka {Diperoleh dan
ks sar irhanne . _]‘




Demi mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah
Kota Makassar dalam hal ini Perusahaan Daerah Terminal Kota Makassar
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retribusi Terminal Malengkeri di Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang dituliskan diatas maka tujuan yang
ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui pengelolaan retribusi Terminal Malengkeri di Kota
‘Makassar.




2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam
pengelolaan retribusi Terminal Malengkeri di Kota Makassar.
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BAB 11
TINJAUAN PUSTAKA

A. Penclitian Terdahulu

deskriptif dengan pendekatan kualitatif, Denganteknik pengumpulan data
yaitu dengan pengamatan/ observasi, wawancara, dan studi dokumentasi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, hasil yang didapatkan
menyebutkan bahwa dalam kegiatan manajemen retribusi Terminal
Kalijaga. Kabupaten Lebak dalam upaya peningkatan pendapatan asli
daerah dikatakan belum berjalan dengan baik. Salah satu masalah vang
terjadi dari hasil penelitian di lapangan bahwasanya Dinas Perhubungan




Kabupaten Lebak telah membuat peraturan kerja sebagai acuan untuk
administrasi penarikan retribusi terminal yang dinamakan Standar
Operasional Prosedur  (SOP) pemberangkatan
imiliki oleh Dinas Perhubungan

t retribusi masih lemah
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retribusi. Hal ini dikarenakan Terminal belum difungsikan sehingga

aktivitas terminal masih sepi. Adapun Sarana dan prasarana belum
memadai dan kurangnya kesadaran bagi para wajib retribusi dan petugas
pemunguian retribusi sehingga apa yang ingin dicapai tidak terlaksana
secara optimal. Manajemen retribusi terminal masih banyak kekurangan

seperti sumber aparatur, fasilitas dan peraturan yang belum jelas. Namun
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demikian kontribusi retribusi daerah tetap menempati posisi yang cukup
strategis bagi pendapatan asli daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

3. Rischa Mollytha (2016) Analisis Pemungutan Retribusi Terminal (Studi di
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retribusi  kemudian sistem informasi yang minim dan kurangan

pengawasan instansi serta tidak adanya pengaturan waktu. Dalam
pelaksanaan pemungutan retribusi di terminal rajabasa kendala hanya
dirasakan oleh petugas dan pihak instansi saja, karena para wajib retribusi
tidak merasakan kendala apapun pada pelaksanaan pemungutan retribusi.
Penelitian yang telah dilakukan peneliti mencakup pembahasan
penyebab timbulnya masalah yang terjadi dan solusi yang ditawarkan untuk
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selanjutnya diharapkan dapat diterapkan demi perubahan yang lebih baik
Penelitian yang dilakukan peneliti juga menggunakan teori yang berbeda pada
dua penelitian di atas dimana penelitian terdahulu menggunakan teori dar

semula. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai kegiatan untuk melakukan

sesuatu agar lebih sesuai dan juga lebih bermanfaat dan sesuai dengan
kebutuhan. George R. Terry (2009:9) mengemukakan. pengelolaan serupa
dengan manajemen menjadikan pengelolahan dianggap sebagai salah satu
proses membeda-bedakan atas perencanaan, pegorganisasian, penggerakan
dan pengawasan dengan menggunakan baik ilmu maupun seni agar dapat

memperoleh tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sejalan dengan Terry,




dan pengontrolan terhadap human and national resources (terutama human
resources) untuk mencapai tujuan vang sudah ditentukan lebih dahulu.

Pengelolaan merupakan suam proses kegiatan yang meliputi

2. Pengelolaan sebagai pembaharuan vaitu upava untuk memelihara sesuatu
agar lebih cocok dengan kebutuhan.

Adapun pengertian pengelolaan menurut Nugroho (2003:119), yang
mengemukakan bahwa. pengelolaan merupakan istilah yang digunakan
dalam ilmu manajemen. Secara etomologi istilah kata pengelolaan bermula

12




Adapun pengertian pengelolaan menurut Nugroho (2003:119). yang
mengemukakan bahwa. pengelolaan merupakan istilah yang digunakan

dalam ilmu manajemen. Secara etomologi istilah kata pengelolaan bermula

dari kata .kelolah. (t0 manage) d

atau menangani sesuat
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pengorganisasian, penggerakkan dan pengawasan akan dibahas lebih spesifik
lagi.
1. Perencanaan (Planning)
Planning berasal dari kata plan, yang berarti rencana, rancangan,
maksud. dan niat, planning merupakan perencanaan. S.P. Hasibuan

(2001: 40) mengatakan bahwa perencanaan merupakan pedoman
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pelaksanaan dan proses penentuan tujuan dengan mengambil alternatif

yang terbaik dari alternative- alternative yang ada.

2. Pengorganisasia (Organizing)
Mengorganisasikan atau (organizing) merupakan suatu proses
menyatukan orang- orang yang terlibat dalam suatu organisasi tertentu |

dan menyatupadukan fungsi serta tugasnya dalam organisasi.
Pengorganisasian menurut S.P. Hasibuan 2001:40 yaitu, suatu proses
penentuan, pengelompokan, dan pengaturan berbagai macam kegiatan
vang diperlukan untuk memperoleh suatu tujuan, menempatkan orang-
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orang pada setiap kegiatan ini, menyediakan sarana- sarana yang
diperlukan, menetapkan wewenang yang dengan 15ariff1515
didelegasikan kepada seluruh individu vang akan melaksanakan
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3) Memberikan tugas kepada seseorang atau kelompok orang pada
suatu fungsi dan tanggung jawab tugas tertentu

4) Mendelegasikan wewenang kepada setiap individu yang berkaitan
dengan keleluasaan melaksanakan tugas. Dengan rincian tersebut,
manajer membuat suatu struktur formal yang dapat dengan mudah
dipahami orang dan menggambarkan suatu posisi dan fungsi

seseorang di dalam pekerjaannya.




3. Pelaksanaan (actuating)
Pelaksanaan merupakan kegiatan dimana menggerakkan semua
bawahan. agar berkenan untuk bekerja dan bekerja sama dengan efektif
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4) Tujuan bisa diketahui bahwa tercapai secara baik atau tidak, setelah
pengawasan atau penilaian dilakukan.
Pengertian pengawasan menurut Haroold Koontz dalam buku
Dasar-dasar Manajemen (2009:189) merupakan penakaran dan perbaikan
terhadap suatu penerapan kerja bawahan, agar rencana- rencana yang telah

dilakukan untuk mencapai tujuan- tujuan perusahaan dapat terselenggara.




Sedangkan menurut G.R. Terry (2009: 395) pengawasan dapat diartikan

sebagai proses penentuan apa yang mestinya dicapai yaitu standar, tentang
apa yang harus dilaksanakan yaitu pelaksanaan, serta menilai pelaksanaan
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salah demi perbaikan dimasa yang akan datang, dan juga mengarahkan
seluruh kegiatan- kegiatan dalam rangka pelaksanaan dari pada suatu
rencana maka dari itu dapat diharapkan suatu hasil vang optimal. Proses
pengawasan dilakukan dengan bertahap melalui langkah- langkah sebagai
‘berikut :
1) Menentukan standar-standar yang akan digunakan dasar pengawasan
2) Mengukur pengaplikasian atau hasil yang telah dicapai

17




3) Membandingkan pengaplikasian atau hasil dengan standar

memastikan penyimpangan jika ada
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sistematis untuk menjalankan suatu pekerjaan. Proses ini merupakan
deretan tindakan yang berjenjang, berlanjut dan berkaitan dilakukan untuk
mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

C. Konsep Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Salah satu faktor penting untuk melakukan urusan rumah tanggs
daerah adalah kemampuan keuangan daerah. Dengan kata lain faktor




keuangan merupakan faktor yang mempengaruhi tingkat kemampuan daerah
dalam melaksanakan otonomi. Sehubungan dengan pentingnya posisi
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28 Tahun 2009 yaitu sumber keuangan daerah yang dipungut dari wilayah
daerah yang berkaitan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi
daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang telah dipisahkan dan lain-
lain dari pendapatan asli daerah yang sah.

Kemudian Dedy Supriady Bratakusumah (2001:173) mengatakan
bahwa, pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang

diperoleh Daerah dari sumber-sumber dalam lingkungan kawasannya sendiri

19




yang dipungut berlandaskan Peraturan Daerah sesuai dengan perundang-
undangan yang berlaku. Menurut Mardiasmo (2002: 132), Pendapatan Asli
Daerah adalah, penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah.

"

i }/ l’_ v'
7"
\|

DN

!\“*\\ »

Undang No. 33 Tahun 2004, Pasal 1, Pendapatan Asli Daerah adalah
penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya
sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai denganperaturan
perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah merupakan
sumber penerimaan dacrah yang asli digali di daerah yang digunakan untuk
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D. Konsep Retribusi Daerah

Dalam Buku Thomas Sumarsan (2015:92) mengatakan bahwa :
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pemerintah daerah untuk keperluan pribadi atau badan”.

Retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan Undang- undang Republik
Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah:
dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Peraturan Umum
Retribusi Daerah; dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, selanjutnya untuk pelaksanaannya di

masing-masing daerah, pungutan retribusi daerah dijabarkan dalam bentuk
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peraturan daerah yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Beberapa pengertian istilah yang terkait dengan Retribusi Daerah

sia Nomor 28 Tahun 2009 antara

dengan menurut pada prinsip- prinsip komersial karena pada dasarnys
22ari pula disiapkan oleh sektor swasta

5) Retribusi Perizinan tertentu merupakan retribusi atas akivitas tertentu
pemerintah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau
badan yang dimaksudkan demi pembinaan, pengawasan, pengendalian
dan pengaturan atas pemanfaatan ruang dan kegiatan, prasarana, barang,



penggunaan sumber daya alam, sarana. atau fasilitas tertentu demi

melindungi kepentingan umum dan melindungi kelestarian lingkungan.

retribusi daerah yang paling utama adalah perbaikan pelayanan tersebut.

Tentunya selain daripada perbaikan pelayanan, pemerintah daerah juga perlu
melaksanakan berbagai perbaikan seperti halnya pajak daerah. pengendalian
atas kebocoran penerimaan retribusi, seperti perluasan basis retribusi dan

perbaikan administrasi pemungutan retribusi (Mahmudi 2010:25),




E. Konsep Retribusi Terminal
Syaripuddin (2010:34) mengemukakan bahwa retribusi terminal
merupakan retribusi jasa usaha yang dipungut oleh Pemerintah Daerah
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Daerah dalam hal ini, semua sopir yang menggunakan jasa usaha
terminal mencakup sopir angkut kota dan sopir bus. Retribusi terminal
adalah jenis retribusi jasa usaha. Retribusi terminal bisa dikenakan oleh
pengguna jasa layanan terminal yang ada di Kabupaten atau Desa.
Dalam pencapaian pembangunan nasional peran daripada transportasi
mempunyai posisi yang penting dan strategi dalam hal pembangunan, maka
dari itu perencanaan dan pembangunannya butuh untuk ditata dalam satu

24
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kesatuan sistem yang terpadu. Untuk menunjang kelancaran mobilitas barang
ataupun orang dan demi terpenuhinya keterpaduan intra dan antar moda
secara lancar dan tertib maka ditempat- tempat terkhusus perlu dibangun dan
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reribusi pada terminal terkelola dengan baik maka akan memberikan
kontribusi yang besar terhadap pendapatan daerah. Sehingga potensi yang
dimiliki daerah tidak terbuang secara percuma. Setelah mengetahui
bagaimana proses pengelolaan retribusi di Terminal Malengkeri, selanjutnya
penelitian ini akan lebih mengarah kepada faktor- faktor apa saja vang
mempengaruhi dalam pengelolaan retribusi tersebut. Pada penelitian ini akan

lebih mengarah kepada peranan pemerintah dalam mengelola retribusi
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G. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini berguna sebagai usaha menentukan batas

@an batas penelitian maka akan dapat

lebih dalam proses pembuatannya, karena perencanaan ini ditunjukan
pada masa depan yang penuh dengan ketidakpastian, karena adanya
perubahan kondisi dan situasi. Dengan indikator yakni meliputi

penentuan target anggaran retribusi terminal, penentuan fasilitas terminal.
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BAB NI
METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

dasarkan

I' 3=A

///'u u\‘\\\\

penelitian ini ad;
bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau fenomena yang terjadi dalam
Pengelolaan Retribusi Terminal Malengkeri Kota Makassar secara objekif dengan
menggunakan logika serta teori-teori yang sesuai dengan di lapangan.
C. Informan

Informan yang digunakan dalam peneltian ini ditentukan dengan

menggunakan Purposive Sampling (penentuan sampling dengan tujuan tertentu).
Maka dari itu, informan dalam penelitian ini adalah infoman terpercaya yang telah
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mengetahui dan paham mengenai permasalahan yang diteliti yaitu mengenai
Pengelolaan Retribusi Terminal di Terminal Malengkeri Kota Makassar.

Informan- informan tersebut sebagai berikut:

Tabel 3.1
Informan Penelitian
No. | Nama Informan. | Inisial Jabatan
1. | Drs. HusenHafid HH | Kepala Terminal Malengheri
3, | MubRezki MR ﬁ:ugu penarikan jasa masuk. kendarnan roda
3. VA srideis Santts; AS mmﬁm}mmmm roda
; X Kepala Seksi Administrasi, Kepegawaian,
4. | Widyastuti WD N Y
5. | Indra Hardi IH | Sopir angkutan umum
6. | Supardi SP | Sopir AKDP Makassar- Sinjaf
7. | Risnawati RI Pengguna jasa terminal
8. | Andi Jusman Al Pengguna jasa terminal

Sumber: Diolah Peneliti

D. Teknik Pengumpulag Data
Guna mendapatkan data daf iformasi serta keterangan- keterangan bagi
kepentingan peneliti. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan
menggunakan instrumen sebagai berikut:
1. Observasi
Penelitian dengan pengamatan langsung tentang bagaimana proses
pengelolaan retribusi terminal di Terminal Malengkeri Kota Makassar,
dengan mengidentifikasi optimalisasi pengelolaan Retribusi Terminal di

Teminal Malengkeri Kota Makassar.
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2. Wawancara

Peneliti melakukan tanva jawab dengan para informan untuk

Menurut Miles dan Huberman dalam Silalahi (2012) kegiatan analisis data
terdiri dari tiga yaitu sebagai berikut:

Kegiatan ini dilakukan peneliti dengan proses penelitian, penyederhanaan,

pemusatan data-data dari hasil wawancara di lapangan, vang bertujuan untuk

lebih memudahkan penulis dalam melihat hasil wawancara dari berbagai
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narasumber dan memudahkan pembaca melihat hasil wawancara dengan
hasil yang lebih sederhana dan akurat.
2. Penyajian Data
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penelitian adalah dengan hasil triangulasi, yaitu sebagai pengecekan data dari
sumber-sumber yang diperoleh yang didapatkan melalui berbagai cara dan waktu
menurut William dalam Sugiyono (2015).
1. Triangulasi Sumber
Kegiatan ini dilakukan peneliti untuk melakukan uji kredibilitas data yang
telah dilakukan dengan cara memeriksa data melalui beberapa sumber yang

telah diperoleh selama di lapangan.
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2. Triangulasi Teknik
Kegiatan ini dilakukan peneliti untuk menguji data yang dilakukan dengan
memeriksa data kepada sumber dengan metode yang berbeda-beda disetiap
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi Lokasi Penelitian

Peta Lokasi Terminal Malengkeri

Terminal Malengkeri yang berlokasi dijalan Malengkeri Raya.
Tamalate, Kecematan Mangasa, kota Makassar.
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b. Peran Teminal Malengkeri

Berfungsi sebagai Terminal Penumpang tipe B dan sebagai titik

¢. Visi dan Misi Terminal
Visi
Menjadi pusat pelayanan Teminal Angkutan Darat yang professional di
Kawasan Timur Indonesia.
Misi
1) Senantiasa memberikan pelayanan jasa terminal secara maksimal bagi
penumpang atau pengguna jasadan pengusahaangkutan darat secara
professional. Hal ini menjadi penting dalam memberikan kepuasan
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pada pengguna jasa schingga dapat meningkatkan pemasukan
(Income) demi kemajuan perusahaan,

2) Mengubah system informasi  mengenai pelayanan jasa terminal

h terminal di Indonesia Timur.

oleh setiap perusahaan dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai.
Oleh karena itu, dalam mengejar peningkatan Pendapatan Asli Daerah
(PAD) di Kota Makassar. PD, Terminal Makassar Metro Malengkeri
harus meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat khususnya

pengguna jasa terminal.
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2. Gambaran Umum PD. Terminal Makassar Metro
a. Letak Geografis

|||||||||||

¢. Tujuan PD Terminal

1) Mewujudkan dan meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat

dalam hal memenuhi kebutuhan jasa dan sarana serta fasilitas
dibidang Terminal

2) Sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dalam rangka

p‘enpmhangan dan pembangunan daerah.
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d. Struktur Orgaisasi PD Terminal Makassar Metro
1) Badan Pengawas

2) Direksi:

a) Direktur Utama

b) Direktur

telah diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi yang disertai
dengan penjelasan- penjelasan untuk mempermudah dalam melakukan proses
pembahasan hasil penelitian, Adapun uraian hasil dan pembahasan hasil penelitian
didasarkan pada fokus penelitian yang telah ditetapkan. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui Pengelolaan Retribusi Terminal Malengkeri yang dilakukan
oleh PD Terminal Makassar Metro Kota Makassar, khususnya Seksi Terminal
selaku pelaksana teknis yang melakukan tugas di bidang Pengelolaan Terminal.
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Dengan demikian peneliti akan menjelaskan empat indikator yang terdapat
didalam  pengelolaan  retribusi  terminal yang meliputi  perencanaan,

pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan (pengendalian) dengan

Perencanaan yang akan dilakukan pihak T}aﬁ Malengkeri adalah

penentuan targel anggaran retribusi terminal yang dibuat setiap awal tahun atau

satu tahun sekali, dimana setiap awal tahun PD Terminal Makassar Metro Kota

Makassar selaku yang melakukan perencanaan dalam penentuan anggaran dalam
bidang pengelolaan terminal, khususnya Terminal Malengkeri dan Terminal
Daya. Adanya suatu perencanaan didalam penentuan target retribusi terminal,

diharapkan nantinya pendapatan yang diperoleh tersebut dapat memberikan
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masukan pada kas daerah Kota Makassar dan mampu meningkatkan Pendapatan
Asli Daerah (PAD) Kota Makassar setiap tahunnya.

Tabe

Target dan Realisasi Penerimaan Re ,v./\ inal dari Tahun 2018- 2020 di
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dikarenakan beberap e : _ ENEEUNa JESI.
terminal ini malas masuk ke terminal karmnma di luar ada terminal bayangan
dan fasilitas terminal yang belum memadai”. (Wawancara HH, 15 Oktober
2020)

Berdasarkan Whaml wawancara di atas, peneliti menyimpulkan
bahwa, penentuan target vang dilakukan oleh Terminal Malengkeri dengan
mengusulkan ke PD. Terminal Makassar Metro. Meskipun telah di tentukan
besaran target anggaran berdasarkan potensi kendaraan yang keluar masuk

Terminal Malengkeri dalam objek retribusi, namun pencapaian target anggaran
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tersebut belum tercapai karena faktor- faktor seperti terminal bayangan dan
fasilitas terminal yang belum memadai.

dengan adanya kerjasama dengan pihak Dinas Perhubungan agar dapat

menertibkan sopir- sopir angkutan kota dalam provinsi (AKDP) dan angkutan

kota yang tidak ingin mengikuti aturan yang ada.

Penyelenggaraan fasilitas terminal yang dilaksanakan oleh Terminal
Malengkeri, Kota Makassar telah memiliki izin dari Pemerintah Daerah
sebagaimana diatur dalam Keputusan Walikota Makassar nomor 30 tahun 2015
tentang Tarif Sewa dan Jasa Pelayanan Pemanfaatan Fasilitas Terminal.
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Ketentuan ini dimaksudkan agar fasilitas terminal untuk umum yang disediakan
bisa memenuhi persyaratan keselamatan dan menjamin kelancaran lalu lintas.
Tujuan penyelenggaraan fasilitas terminal adalah untuk menjaga ketertiban,
keamanan, kelancaran lalu lintas dan A skungan

Berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan/ di lokasi terminal (Bulan

Oktober 2020), Fasilitas Penunjang, Fasilitas MCK, Jasa Pelayanan Kebersihan
Kios, Fasilitas Penyimpanan Mobil Bus & Non Bus, Fasilitas Ruang Tunggu,
Pencucian Mobil, Jasa Panggilan Informasi, Jasa Penerangan Listrik. Serta
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penyediaan fasilitas seperti gedung, rambu jalan, pagar pengaman jalan, tanda
pembayaran retribusi (karcis). tempat kendaraan parkir, kursi dan meja. serta pos

penjagaan (loket) sudah cukup lengkap. Namun, fasilitas- fasilitas tersebut belum

= = &

2, S R
lertminagl sangs O
/'/'/I/‘(sw /) dema O \\\\\
Aty
1 i ‘\

!'V

L1
-

bahwa, mengenai perencanaan yang

selaku pelaksana teknis. Maka, terdapat dua tahap vaitu mengenai perencanaan
penentuan target anggaran retribusi terminal lalu berkoordinasi dengan Dinas
Perhubungan untuk pengalihan angkutan umum untuk masuk ke terminal agar
tidak ada lagi terminal bayangan dan mengembalikan fungsi dari Terminal
Malengkeri selanjutnya perencanaan pengusulan perbaikan sarana dan prasarana
ke pemerintah kota. Perencanaan penentuan target yang dilakukan oleh Terminal
Malengkeri dengan mengusulkan ke PD. Terminal Makassar Metro. Penentuan
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besaran target anggaran berdasarkan potensi kendaraan yang keluar masuk

Terminal Malengkeri dalam objek retribusi. Dan perencanaan pengusulan

Andi Bakri
Sl Rustt Terminal Malengkeri
Abd. Kadir Pelaksana Muda/ B1 Staf Terminal Unit Malengkeri
6. | Ridwan Pelal Muda/ B1 T’Elug?s TPTIA Malengkeri Pintu
Petugas Penarikan Jasa Masuk
TPTJA, AKDP, Panther, Dan
7. | Muh. Nasrul Pelaksana Muda/ Bl Kendaraan Roda 4 Pintu [ (Sore
14.30 - 21. 00) Merangkap
Penagihan Roda 2 (Dua)
8. | Muh. Khairil S.E Pegawai Kontrak Staf Terminal Malengkeri
\ I - Petugas TPTJA, Panther, Dan
9. | Hasby Hamdani Pegawai Kontrak AKDP Malengkeri Pintu 1 Pagi
Petugas TPTJA, Panther, AKDP,
10. | Asnawir Sanusi Pegawai Kontrak Mobil Malengkeri Pintu 11 Pagi
(07.30 — 15.30)




PANGKAT/
NO NAMA GOLONGAN JABATAN
Petugas Penarikan Jasa Masuk
11, | Muh. Rezki Pegawai Kontrak Kendaraan Roda Dua Pintu [ Pagi
(07.30 - 15.30)
12. | Taufig P Pemgihm Pintu Masuk

""""

/’__
25 )
74 "":,,““.\\
///’/%“U rean O
Yl
‘ -

e’:ix\
) ”Z\\\
a1

mengenai bidang- bidang yang terlibat di dalam pengelolaan retribusi terminal
terdapat tiga yaitu bagian produksi, bagian pengelola, dan bagian unit Terminal
Malengkeri.

Untuk menciptakan kelancaran dalam pemungutan retribusi terminal dan
menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang serta tertib administrasi keluar
masuknya dana hasil pemungutan retribusi terminal, maka diperlukan adanya

pembagian kerja yang jelas dan transparan. Berdasarkan hasil wawancara dengan
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Kepala Seksi Administrasi, Kepegawaian, Hukum & Humas yaitu Ibu Widyastuti,
A. Md. (WD ) (tanggal 22 September 2020) dapat diketahui bahwa petugas

pengelola retribusi terminal dan petugas,pemungut retribusi terminal dapat
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“pegawai yang berm;as dilapangan sebenarnya masih kurang dalam hal
sumberdaya manusianya masih kurang cukup, maka dari itu kita dibantu

oleh pegawai kontrak. Seperti sekarang ini pegawai yang dimiliki dari Pd.
Terminal yang berstatus pegawai tetap itu ada sekitar 35 orang dan
pegawai kontrak sekitar 42 orang, maka dari itu kita dibantu dengan
pegawai kontrak™. (Wawancara HH, 15 Oktober 2020)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa sumberdaya

khususnya sumberdaya manusia yang dimiliki terminal masih kurang, sehingga




membutuhkan tambahan pegawai melalui pegawai kontrak. Pemungut retribusi
terminal berstatus pegawai kontrak umumnya bertugas memungut retribusi

terminal yang telah ditetapkan sebagai wilayah terminal oleh PD Terminal
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Pemaparan narasumber MR dan AS dapat diketahui bahwa tugas dari
pegawai retribusi yaitu menagih dan memungut retribusi dari wajib retribusi yang
akan masuk ke kawasan Terminal Malengkeri. Serta pembagian kerja yvang sudah

sesuai dengan jam kerja pada umumnya yaitu delapan jam kerja bagi setiap
petugas pemungut retribusi dengan pembagian shift kerja pagi dan siang.
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Dari beberapa hasil wawancara di atas. penulis berkesimpulan bahwa
pengorganisasian di Terminal Malengkeri, Kota Makassar dalam penempatan dan

tata kerja sudah sesuai. Dengan status kepegawaian hanya dua yaitu pegawai tetap

atau organik dan pegawai kontrz

dari dasar hukum yang digunakan dalam pemungutan dan pengelolaan retribusi

Terminal Malengkeri. Untuk mengetahui dasar hukum apa saja yang digunakan
dalam pemungutan dan pengelolaan retribusi Terminal Malengkeri, sebagaimana
hasil wawancara dengan HH selaku Kepala Terminal Malengkeri mengemukakan

bahwa:

“Pemungutan dan pengelolaan retribusi serta pengelolaan terminal yang
dilakukan atas dasar hukum perda nomor 15 tentang pengelolaan terminal,
keputusan walikota Makassar tentang pengesahan keputusan direksi
perusahaan daerah terminal Makassar metro kota Makassar nomor 30
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tahun 2015 tentang tarif sewa dan jasa pelayanan pemanfaatan fasilitas
terminal, peraturan ini yang digunakan sebagai dasar kita sebagai aparat
pengelola agar kegiatan pemungutan berjalan baik sesuai dengan aturan
yang ada.” (Wawancara HH, 15 Oktober 2020)

Al 11

A S MUHAdm}\:.

? (.»Q"O‘@;A.\KAS,S'_ ',”4 -

adi
v b R

\ l\\“il'l'l[//
\\\ NY -
N ) £

b

hukum tersebut telah secara rinci menjelaskan mulai dari objek dan subjek
retribusi terminal, besarnya tarif terminal, tata cara pemungutan retribusi terminal,
tata cara pembayaran dan penyetoran hingga sanksi administrasi maupun sanksi
hukum.

Mengenai subjek dan objek retribusi terminal dalam kegiatan pemungutan
merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan. Subjek retribusi
yang dimaksud adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati
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pelayanan jasa umum yang bersangkutan misalnya masyarakat (pengguna jasa).
Sedangkan objek retribusi adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah
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3. | MOBIL NON BUS:
a. Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) (Panter)

¢. Antar Kota Dalam Provinsi (Maros & Pangkep)

3. PAS MASUK KENDARAAN PRIBADI:

a. Sepeda Motor
b. Mobil (Sedan, Jeep, Pick Up. Bus Dan Mikrolet)

Rp
Rp
Rp. 5

b. Dalam Kota Rp. 3
Rp. 3
Rp
Rp

Sumber: Keputusan Walikota Makasar Makassar No 30 Tahun 2015
Selain itu, tarif retribusi kendaraan yang diberlakukan di terminal sudah
dijalankan dengansesuai. Sebagaimana yang diungkapkan oleh IH selaku salah

satu sopir angkutan umum berikut:
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“Saya pete- pete bayar 3000 sekali masukmitu, jadi kalo masuk saya biasa
dapat iya penumpang lumayan biasa juga sedikit, untung- untungan mami,
tapi sekarang lagi coronai to jadi begitumi sepi”. (Wawancara IH, 17
Oktober 2020)

Selain itu pendapat lain ditambah
AKDP jusan Makassar- Sinjai:

pula oleh SP selaku salah sopir

yang diberikan sudah sesuai dengan penetapan pemungutan yang di atur didalam

Keputusan Walikota, Kota Makassar.

4. Pengawasan

Pengawasan adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk menjamin atau
menjaga agar rencana dapat diwujudkan sesuai dengan yang ditetapkan. Untuk
suatu pengelolaan vang baik, jika tidak disertai dengan pengawasan/pengendalian
vang efektif bisa saja terjadi penyimpangan dari rencana yang ada. Selain itu.

untuk mengetahui bentuk pengawasan yang dilakukan dalam pengelolaan retribusi
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terminal vaitu pemungutan retribusi terminal, seperti vang dipaparkan HH selaku
Kepala Terminal Malengker berikut:
“Pengawasan yang dilakukan di ferminal untuk mencegah terjadinya
pelanggaran dalam prosedur pémungutan retribusi yaitu dengan turun
langsung ke lapangan, jadi aparat pengawas terminal melakukan
pengawasan langsung ke lapangan untuk mengawasi aparat terminal dan
petugas penarik rettibusi untuk melihat langsung proses kerja pegawai dan
untuk petugas'penarik retribusiitu kita melibai dan target pendapatan bagi
setiap petigas penarik tetribusi™. (Wawancara kili, ] 5 Oktober 2020)
Berdasarkan waian di utas, yang mengatakan bahwa pengawasan
dilakukan secara langsung untuk menghindari adanya penyimpangan dalam
prosedur pemungutan, agar petugas pemungul retribusi terminal mengikut
prosedur yang ada sesuai dengan dasar hukum pemungutan retribusi terminal
kepada pengguna jasa (masyarakat). Pengawasan untuk petugas pemungut
retribusi  dilakukan secara  berkala, pendapat tersebut didukug dari hasil
wawancara dengan AS sclaku salah setu petugas penjaga termipal pemungutan
retribusi terminal bahwa:
“Biasa kita diawasi juga, ada pengawas datang tapi tidak setiap hari juga.
Satu minggu ada biasa dua kali datang, jadi nda selalu ada pengawas, jauh
juga to jaraknya Pd. Terminal sama ini Terminal Malengkeri baru kan di

sana ada juga Terminal Daya jadi yang di sana juga di awasi mungkin™.
(Wawancara AS, 17 Oktober 2020)

Berdasarkan hasil wawancara dengan AS selaku salah satu penjaga tempat
pemungutan retribusi mengatakan bahwa pengawasan tidak dilakukan setiap hari,
dikarenakan jarak yang jauh dan terdapat terminal lain yang juga di awasi oleh
aparat pengawas. Adanya pengawasan yang tidak rutin yang dilakukan oleh aparat

terminal dilapangan akan memungkinkan terjadi penyimpangan prosedur didalam

pemungutan retribusi terminal yang dilakukan oleh petugas pemungut retribusi
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terminal. Selain itu, dengan kurangnya pengawasan maka akan menyebabkan
ketidaktahuan aparat akan adanya tempat terminal (wilayah terminal) yang

memiliki potensi untuk dilakukan pemungutan retribusi terminal menyebabkan

AS selaku petugas pemungut retribusi bahwa bagi petugas yang lalai dan
melakukan kesalahan dalam proses pengelolaan retrbusi dimana wvaitu
pemungutan retribusi akan diberikan sanksi sesuai dengan besar kesalahan yang
dilakukan oleh petugas pemungut retribusi. Sanksi yang diberikan yaitu berupa
sanksi peringatan (SP 1, SP 2, SP 3). Dimana jika sanksi peringatan telah
diberikan hinga tiga kali pada petugas pemungut retribusi yang sama, petugas
tersebut akan dipecat.
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Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan dalam tahap
pengawasan pada pengelolaan retribusi di Terminal Malengkeri diberlakukan

pengawasan langsung untuk menhindari adanya penyimpangan dalam proses
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sedangkan objek retribusi merupakan pelavanan vyang disediakan oleh
Pemerintah Daerah, Sebagaimana vang diungkap oleh HH selaku Kepala
Terminal sebgai berikut:

“Dalam peraturan yang diikuti oleh pihak terminal ini sudah membantu
dalam ini proses pemunguian hinga pengelolaan retribusi Karna suda
diaturmi di dalamnva termasuk untuk siapa ini retribusi diwajibkan sebaga:
subjek dan apa yang wajib retribusi tersebut dapatkan, jadi kegiatan bias
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berjalan dengan baik karna semuanya diatur dan ditentukan dengan jelas™
(Wawancara HH, 15 Oktober 2020)

Dengan wawancara di atas peneliti berkesimpulan bahwa dengan
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pungutan sehingga memudahkan dalam melakukan punguian retribusi
Terminal Malengken.
3) Prosedur Pemungutan Reiribusi

Pelaksanaan pemungutan retribusi vang dilakukan oleh petugas vang
ditetapkan dalam SK Direksi, dan Peraturan Walikota Makassar yang dengan

rinci mengatur tentang susunan organisasi dan tata kerja perusahaan daerah
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terminal Makassar metro kota Makassar. Sebagaimana yang dingkap oleh
HH selaku Kepala Terminal sebagai berikut:

“Tentang siapa saja yang terlibat di dalam pemungutan dan pengelolaan
retribusi di terminal ini kan sudah diatur dalan SKd[rekﬂdlmtusudahjeias
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mempengaruhi besarnya pendapatan dalam pemungutan  retribusi.
Sebagaimana tanggapan dari Al selaku salah satu masyarakat pengguna
jasa terminal sebagai berikut:

“Saya lial- liat ini fasilitasnya memang sudah banyakmi yang rusak, yang
saya tau juga ini semua sudah lamami butuh memang perbaikan. Saya juga
kan sudah lamama suka ambil mobil sewa di sini dan nda banya yang
berubah. Maunya kalo bias diperbaikimi to supaya bias rame lagi ini
terminal”. (Wawancara AJ, 17 Oktober 2020)




Fasilitas yang disediakan juga mempengaruhi penerimaan retribusi
dimana pengguna jasa terminal mengeluhkan fasiltas vang tergolong sudah

mencari angkutan di luar

2) K

dibandingkan dengan pegawai tetap atau organik disebabkan karena
kurangnya sumberdaya manusia yang dimiliki terminal malengkeri.

Dimana sumberdaya manusia sangat penting karena polensinya dapal
dimanfaatkan sebagai usaha untuk meraih keberhasilan dalam mencapai

tujuan daripada terminal malengkeri.
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C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Perencanaan (Planning)

Perencanaan dibuat seoptimal mungkin, untuk memperoleh tujuan sebaik-

dalam Terminal Malengken. Dan juga fasilitas ternunal yang kurang memada.
Selain daripada perencanaan penentuan targel anggaran yang setiap

tahunnya dilakukan oleh Terminal Malengken, terdapat perencanaan lan yaitu

pengusulan kepada PEMKOT melalui PD. Terminal Makassar Metro untuk

melakukan renovasi sarana dan prasarana infrastruktur Terminal Malengkeri
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dikarenakan fasilitas vang terdapmt di Terminal Malengken belum memadai.
Tujuan dari penyelenggaraan terminal ialah untuk menjaga ketertiban. keamanan,
kelancaran, lalu lintas dan kelestarian lingkungan. Sebagmmana telah diatur dalam

Keputusan Walikota Makassar nomor \l 15 tentang Tarif Sewa dan Jasa
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kekurangan vang terdapat di Te

renovasi seperti jalanan vang rusak, sehingga masvarakat pengguna jasa layanan
merasa tidak nyaman. Sopir- sopir angkutan kota maupun daerah juga merasa
tidak betah sehingga memilih untuk menarik dan menurunkan barang dan

penumpang di terminal bayangan Perlunva kerjasama dengan pihak Dinas




Perhubungan untuk menertibkan terminal bayangan sangat penting untuk
mengembalikan fungsi dari Terminal Malengkeri.

Berdasarkan hal di atas pengelolaan retribusi Terminal Malengkeri Kota
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Malengkeri, Kota Makassar. Pengorganisasian di Terminal Malengkeri dapat
tercapai dengan lancar jika adanya pembagian kerja yang jelas dan transparan.
Pengelolaan retribusi di Terminal Malengkeri melibatkan bidang- bidang
dalam pengelolaan yaitu bagian produksi, bagian pengelola, dan bagian unit
terminal malengkeri. Pengorganisasian di Terminal Malengkeri sudah cukup
sesuai dilihat dari pembagian kerja aparat terminal ditempatkan sesuai bidang
masing- masing. Di terminal malengkeri sendiri status pegawai ada dua yaitu
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pegawai tetap atau organik dan pegawai kontrak. Tugas pegawai tetap dan |
pegawai kontrak dalam hal pengelolaan retribusi yaitu pemungutan retribusi sama

saja yaitu memungut retribusi dari wajib retribusi, dimana hasil retribusi lalu di

mengakibatkan terjadinya masalah pelayanan publik di terminal malengkeri, salah
satunva yaitu penilaian kualitas yang buruk dari masyarakat. Akan tetapi.
pengelolaan retribusi di terminal malengkeri sejauh ini memberikan pelayanan
kepada masyarakat pengguna jasa sesuai dengan syarat atau prosedur yang telah
ditetapkan sebelumnya yaitu dalam pemunguan retribusi dilakukan pemberian
karcis sesuai dengan kendaraan yang masuk. Bagi masyarakat yang menggunakan
kendaraan dan ingin memasuki terminal malengkeri akan dimintai biaya retribusi
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sesuai dengan jenis kendaraan yang digunakannya. Terdapat tiga jenis karcis yang
ada yaitu karcis berwarna hijau untuk kendaraan pribadi, karcis putih untuk

angkutan kota, dan karcis merah muda untuk kendaraan sepeda motor.

Pengawasan pengelolaan retribusi di terminal malengkeri dilakukan secara
langsung oleh aparat pengawas untuk menghindari adanya penyimpangan dalam
prosedur pemngutan agar petugas pemungut retribusi terminal mengikuti prosedur
yang ada sesuai dengan dengan dasar hukum pemungutan retribusi terminal
kepada pengguna jasa (masyarakat). Akan tetapi, pengawasan yang dilakukan
secara langsung di terminal tidak dilakukan setiap hari, pengawasan dilakukan

kurang lebih dua kali dalam seminggu. Jelas adanya pengawasan yang tidak rutin
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vang dilakukan oleh aparat terminal dilapangan akan memungkinkan terjadi
penyimpangan prosedur didalam pemungutan retribusi terminal yang dilakukan
oleh petugas pemungut retribusi terminal. Walaupun demikian hingga kini belum
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semua tujuan pengelolaan pemerintah daerah adalah salah satu ciri dari

pengelolaan yang baik menurut Nick Devas (1989: 279). Karena, dengan
subjek dan objek retribusi yang jelas dan lengkap di dalam peraturan
menjadikan pelayanan menjadi lebih mudah dijalankan, karena telah diatur
dalam peraturan daerah. Subjek sebagai pengguna jasa terminal dan objek
yaitu pelayanan terminal yang disediakan oleh pemerintah. Dengan subjek

dan objek yang jelas ini akan memudahkan pemungutan retribusi agar
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tidak salah sasaran dalam pemungutan retribusi. Sehingga menjadi faktor
pendukung dalam pengelolaan retribusi di terminal malengkeri.

2) Besarnya tarif yang dipungut

an UH,:l W),

/ "

\N’J‘ASQq %o

jangan dibuat sedemikian kaku sehingga sulit menerapkannya atau
menyesuaikannya pada keadaan yang berbeda-beda Nick Devas (1989
279). Di terminal malengkeri, aparat petugas pemungut retribusi
sebelumnya telah ditetapkan di dalam SK Direksi. Tata kerja dan susunan

organisasi pun yang telah diatur dalam Peraturan Walikota menjadikan
prosedur pemungutan retribusi menjadi jelas dan mempunyai acuan bagi
pengelola dalam melaksanakan pemungutan retribusi.




b. Faktor penghambat

1) Pencapaian target yang belum maksimal mempcn_garuhi perencanaan-

\\\\“’h///
/ \Q‘ ‘3»\ o, ; U/ ’/'/ ”

da

jumlah pengguna jasa terminal yang tidak stabil yang ramai di saat-
saat tertentu saja. Belum lagi, adanya pandemic Covid-19 di tahun
2020 dan 2021 ini menjadikan pengguna jasa terminal makin
berkurang.

2) Kurangnya sumberdaya manusia menjadi faktor penghambat dalam
pengelolaan retribusi di terminal malengkeri. Berhasil guna adalah

pengelolaan  harus dalam kenyataan mencapai tujuan-tujuan




bersangkutan menjadi ciri pengelolaan yang baik menurut Nick Devas
(1989:281). Terminal malengkeri menjadi salah satu penyedia jasa

pelayanan membutuhkan sumberdaya manusia yang cukup. Namun,

r\ob e d
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PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian ya an tentang pengelolaan retribusi
di Terminal Malengkeri, maka/@ag \
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Anisasan foAre

Pengelolaan retribusi di Terminal Malengkeri sudah cukup sesuai
dengan kriteria pengorganisasian atau organizing. Dilihat dari pembagian
kerja aparat terminal ditempatkan sesuai bidang masing- masing, Di
terminal malengkeri sendiri status pegawai ada dua yaitu pegawai tetap
atau organik dan pegawai kontrak. Adanya pegawai kontrak di Terminal
malengkeri dikarenakan sumberdaya manusia yang masih kurang dapat

menjadi salah satu faktor penghambat jalannya pelayanan..
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3. Pelaksanaan (Actuating)
Pengelolaan retribusi di Terminal Malengkeri sejalan dengan

NAAT {lli. mﬂnjﬁdihﬂ[ mﬂmﬂdjdalm

apakat naYl Nr \
.~ 6\"‘“ Wy,

r ~<o R RN
2 = \\\\\"":/[/ )

‘ # |"' \“*»t“‘“’,,% ® >
\ A N .\ ____... ® X

\ //;vwwd \‘\\ ;h,

f\"\ , Z "w\\\a’ ..

%%‘ N » e st

s s,

gLl retrnus)

sesuai dengan dengan dasar aturan pemungutan retribusi terminal kepada
pengguna jasa (masyarakat). Pengawasan dilakukan kurang lebih dua kali

5. Faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan retribusi
Terminal Malengkeri.

a. Faktor pendukung



1) Subjek dan objek retribusi yang jelas, subjek sebagai pengguna
jasa terminal dan objek yaitu pelayanan terminal yang disediakan

oleh pemerintah. Dengan subjek dan objek yang jelas ini akan
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pengguna jasa terminal dan juga jumlah pengguna jasa terminal
yang tidak stabil yang ramai di saat-saat tertentu saja.

2) Kurangnya sumberdaya manusia menjadi faktor penghambat
dalam pengelolaan retribusi di terminal malengkeri. Terminal
malengkeri menjadi salah satu penyedia jasa pelayanan
membutuhkan sumberdaya manusia yang cukup.
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B. Saran

Berdasarkan masalah- masalah vang ditemui peneliti saat melaksanakan

penelitian mengenai pengelolaan retribusi di Terminal Malcn_gkeri. maka

Malengkeri.

2. Bagi pihak Terminal dan PD. Terminal Makassar Metro selaku penyedia
jasa pelayanan diharapkan agar dapat meningkatkan efektifitas dan
efesiensi dari sumber- sumber yang ada. Sumberdaya manusia yang belum
memadai sehingga membutuhkan tambahan pegawai kontak, dikarenakan
Terminal Malengkeri menjadi penyedia jasa pelayanan diharapkan dengan
penambahan sumberdaya manusia tersebut juga memperhatikan kualitas
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dari sumberdaya manusia tersebut agar pengelolaan retribusi berjalan
dengan baik. Selanjutnya kerjasama yang dilakukan PD. Terminal
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PEDOMAN WAWANCARA

1. Langkah apa saja yang dilakukan aparat terminal malengkeri dalam hal

T:

a, .'-_: [
. ja be
10, Bagaimana

11. Apakah sumberdaya yang dimiliki terminal sudah cukup atau masih kurang?

12. Bagaimana dengan sikap dan partisipasi masyarakat dalam pemungutan
retribusi?

13. Apakah masih ada petugas yang tidak mematuhi peraturan disaat melakukan
pemungutan retribusi?
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Negara Republik Indonesia Tahun 1959
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74, Tambahan Lembaran

P 2
e ey
v
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b (777

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004
tentang Pembentukan  Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53. Tambahan Lembaran
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gdta Republik Indonesia Nomor

L { afhaan
Tm'ﬂinal Makassar Mnlm Kota Ujung
Pandang (Lembaran Daerah Kola
Makassar Tahun 1999 Nomor 16 Seri D
Nomor 3);
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Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Walkota adalah Walikota Makassar:
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adalah Badan Pengawas
Perusahaan Daerah/ Terminal Makassar Metro Kota

n Daerah Terminal

ety
- j,‘” l"/» /l""n '
i‘ P /I ‘Uw

'///'q‘v \\\ |
.3 H Ord

oleh Daerah dan nilainya oleh
Direksi,

k. Fasilitas terminal adalah fasilitas penunjang yang
berada dalam kawasan lingkungan terminal;




Tempat usaha adalah tempat usaha berupa

terminal:
f. Pemasangan dan pemanfaatan fasilitas terminal,
termasuk untuk pemasangan reklame:
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Fasilitas Terminal dan Jenis pungutan jasa di terminal dan
lata cara pumungutannya ditetapkan oleh Direksi dengan




persetujuan waiﬂm sesual ketentuan peraturan perundang-

A ‘qv ‘

0 te
-
i

4, Pemakai lempat usaha tdak membayar/menunggak
pembayaran larif jasa sesuai yang ditetapkan oleh Direksi
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d. Menyimpan baha .
bahan/cairanyang mudah tarbalmr dan atau kuglalan
memasak tanpa izin Direksi:

€. Menyimpan narkotka dan atau obat terlarang lainnya
dan atau menjual minuman beralkoholkeras dan
sejenisnya tanpa izin:




. Melakukan kegiatan perjudian atau kegiatan sejenisnya;

J«; \) \\\\
///lum Q

/7N TR

Pengelola terminal wajib menggunakan seragam dan tanda
pengenal yang ditetapkan oleh Direksi.

BAB Vil
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50.000.000.- {lima rupiah);

(2) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini disetor
seluruhnya ke Kas Daerah.
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e Melakukan pemeriksaan untuk mendapatkan bahan
bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-
dokumen lain serta melakukan penyilaan terhadap
bahan bukt tersebut;
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Terminal Malengkeri Kota Makassar
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Tempat Parkir dan Ruang Tunggu
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Pos Pemungutan Retribusi
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Wawancara dengan Kepala Terminal
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Wawancara dengan Petugas Pemungut Retribusi
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